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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Peranan Jaksa dalam pengawasan Narapidana yang menerima pembebasan bersyarat 

di kota Padang adapun peran Jaksa dalam pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan 

Negeri Padang terhadap Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat  antara lain 

sebagai berikut : 

a. Mengawasi setiap narapidana untuk mengharuskan melakukan wajib lapor dengan 

waktu yang telah ditentukannya. Biasanya wajib lapor itu dalam 1 kali seminggu, 1 

kali sebulan dan waktu lainya dan sesuai dengan  peneliti lakukan selama 3 bulan 

di lakukan pengawasan sampai habis masa tanggungannya.  

b. Jaksa melakukan sosialisasi latihan pembelajaran yang bekerja sama dengan 

lembaga lain seperti Kementerian Sosial (Kemensos) dan Lembaga 

Permasyarakatan serta lembaga lainya. 

c.  Jaksa melakukan pelatihan kepada narapidana yang apabila lembaga Kementerian 

Sosial (Kemensos) dan Lembaga Permasyarakatan serta lembaga lainya tidak 

mampu memberikan pelatihan seperti pelatihan memasak, latihan pembelajaran, 

lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta kegiatan lainya.  
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2. Kendala atau Hambatan Jaksa dalam pengawasan Narapidana yang menerima 

pelepasan bersyarat di Kota Padang. 

Jaksa dalam melakukan upaya pengawasan terhadap narapidana memiliki hambatan 

antara lain sebagai berikut: 

a. Faktor Internal  

1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di Kejaksaan Negeri 

Padang; 

2) Kurangnya petunjuk yang jelas terkait cara register administrasi narapidana 

sehingga masih ada yang tidak terdaftar yang menerima Pembebasan Bersyarat; 

3) Pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap narapidana tidak 

memenuhi persyaratan atau Standar Operasional (SOP); 

4) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai terhadap pelaksanaan pembebasan 

bersyarat di Kota Padang. 

5) Kurangnya pemahaman narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat; 

6) Ketidaktahuan jaksa terhadap narapidana yang akan mengulangi perbuatan 

tindak pidana; 

b. Faktor eksternal. 

a) Kurangnya Koordinasi antar Instansi yang bertugas dalam pelaksanaan 

Pembebasan Bersyarat; 

b) Faktor Keluarga, Lingkungan dan Masyarakat kurangnya keikut sertaan dalam 

pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang memperoleh 

pembebasan bersyarat. 
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B. Saran 

1. Kejaksaan atau lembaga lainnya dalam melakukan kegiatan pembebasan bersyarat 

harus mengoptimalkan koordinasi antar sesama terhadap narapidana yang 

memperoleh pembebasan bersyarat. 

2. Perlunya penambahan Jumlah pengawai yang melaksanakan Tugas dan wewenangnya 

sebagai Pengawasan terhadap Narapidana yang Menerima Pembebasan Bersyarat 

dilapangan agar lebih optimal. 
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